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PERATURAil GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KER'A PEMBANGUNAI{ DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUT{ 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +42L);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor LZ tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afli

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-undang Nomor 26 Tahun 20A7 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4739);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Propinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2m5
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6e);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor arc7);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerfntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wlayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor zE);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPIMN) Tahun 20L0-20t4;

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 20L2;

2l.Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksana
Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20L2;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan NasionaflKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK0TPALA tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2Afi-2AL4;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Provinsi Sumatera tJtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera utara tahun
2008 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara tahun 2008 Nomor B);

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 9);

31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor l2);

33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009'
2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 Nomor 19).

Menetapkan

MET{UTUSI(AN:

: PERATURAN GUBERI{UR TENTANG RET{CANA KERTA

PEMBANGUI{AH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

2AL2

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

Z. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;



3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari
Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara
Pemerintah Daerah;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara;

7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan
manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain
unsur DPRD Provinsi dan kabupatenlkota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas,
tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah
pusat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta
keterwakilan perempuan dan kelom pok masyara kat rentan termarjinalkan ;

8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peninEkatan indeks pembangunan manusia;

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai un$rre pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPIMD adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah;

13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;

14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Perahtran Daerah;

16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode I (satu) tahun;

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati
dengan DPRD;

18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan SKPD

serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2012 ini merupakan penjabaran dari RPJPD Tahun 2005 - 2025 yang
dituangkan dalam RPJMD Tahun 2009-2013, memuat tentang rancangan kerangka ekonomi
daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat
indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong paftisipasi masyarakat.

(2) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar
wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam
pembangunan daerah.

(3) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berfungsi sebagai:
a. Pedoman di dalam penyusunan evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD;

b. Landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 24L2.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja - SKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) hurufa, SKPD rnenggunakan RKPD Tahun 2012, untuk :

1. Menyusun Rancangan Akhir Renja - SKPD;

2. Sebagai bahan unhrk penyu$nan Pra Rl(A - SKPD.

Pasal 4

1. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja - SKPD memastikan
rancangan Refia SKPD Prouinsi telah sesuai dengan RKPD Provinsi, Renstra SKPD serta
tugas pokok dan fungsi SKPD;

2. Kepala Bappeda menyampafkan rancangan Renja SKPD Provinsi yang telah sesuai dengan
RKPD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 5

Kaidah - kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2At2 adalah sebagai berikut :

a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD melakukan
pemantauan.

b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing - masing SKPD.

c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun

sebelumnya.

d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD

tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Z-O1Z sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengebhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Frovinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Juli 2011

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

db

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di
pada tanggal >F

PIT.SEKRETARIS

Medan
9u h'

H.RACHMATS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 201 1 NOMOR q E


